BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembayaran denda

dalam kasus perzinahan perspektif hukum adat dan hukum pidana Islam di Desa

Pidoli Lombang Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dapat

disimpulkan sebagai berikut

1. Penerapan denda adat terhadap pelaku perzinahan di Desa Pidoli Lombang
dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan pemerintah desa, tokoh
adat, tokoh agama, Naposo Nauli Bulung, keluarga para pihak, dan
masyarakat. Prosesnya dimulai dari laporan masyarakat, dilanjutkan
pemeriksaan keterangan pelaku dan saksi, kemudian penetapan sanksi
berdasarkan hasil musyawarah. Dari lima kasus yang ditemukan, denda
yang dijatuhkan berkisar antara Rp5.000.000,00 sampai Rp10.000.000,00.
Tiga kasus ditentukan melalui musyawarah tanpa ketentuan tertulis,
sedangkan dua kasus di Perumahan Griya Madina Centre Pinago
menggunakan ketentuan tertulis sebesar Rp5.000.000,00. Besaran denda
ditentukan berdasarkan tingkat kesalahan, status pelaku, waktu dan tempat
kejadian, serta dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat. Selain denda,
pelaku dapat diberi nasihat, didorong untuk menikah apabila
memungkinkan, atau diminta meninggalkan desa/lingkungan tertentu. Dana
denda dikelola melalui Naposo Nauli Bulung untuk kepentingan
masyarakat. Dengan demikian, sanksi denda adat berfungsi memberikan
efek jera, mencegah pengulangan, membina pelaku, dan memulihkan
ketertiban masyarakat.

2. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan jarimah hudud sehingga denda
adat tidak dapat menjadi hukuman hudud maupun pengganti hukuman
hudud zina. Tidak diterapkannya hudud di Desa Pidoli Lombang berkaitan
dengan sistem hukum Indonesia sebagai negara hukum yang tidak

menjadikan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana nasional
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yang berlaku secara langsung. Denda adat tersebut dapat dikategorikan
sebagai hukuman ta’zir karena nominalnya tidak ditetapkan oleh nas,
bersifat fleksibel, mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak
perbuatan, serta bertujuan memberi efek jera, mencegah perbuatan serupa,
menjaga ketertiban, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Denda
tersebut merupakan ta’zir terhadap gangguan ketertiban dan dampak sosial
yang timbul dari perbuatan zina, bukan pengganti hukuman hudud zina.
B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan

beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa Pidoli Lombang, diharapkan dapat melakukan
penataan dan pendokumentasian terhadap ketentuan serta mekanisme
pemberian sanksi adat agar pelaksanaannya lebih jelas, terarah, dan dapat
dipahami oleh masyarakat. Ketentuan mengenai besaran dan bentuk sanksi
juga sebaiknya disepakati secara jelas dengan tetap memperhatikan nilai-
nilai adat dan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Bagi tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, diharapkan dapat terus
mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan permasalahan sosial
dengan tetap memperhatikan keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan
masyarakat. Pemberian sanksi hendaknya tidak hanya berorientasi pada
hukuman, tetapi juga pada upaya memberikan penyadaran kepada pelaku
agar perbuatan tersebut tidak terulang kembali.

3. Bagi masyarakat Desa Pidoli Lombang, diharapkan dapat meningkatkan
pemahaman mengenai nilai-nilai agama, adat, dan hukum yang berlaku
sehingga dapat mencegah terjadinya perbuatan yang bertentangan dengan

norma agama dan norma masyarakat.
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LAMPIRAN

A. Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara
INFORMAN 1

Bapak Husin Harajaoon Desa Pidoli Lombang

dikenakan sanksi denda?

No Pertanyaan Jawaban

1 | Apakah Di Desa Pidoli | Ada, di Desa Pidoli Lombang
Lombang terdapat pelaku | memang pernah terjadi beberapa
tindak pidana zina yang | kasus zina yang kemudian diberikan

sanksi denda berdasarkan hasil
kesepakatan masyarakat.
Penyelesaian kasus tersebut

dilakukan dengan cara musyawarah
bersama pihak-pihak yang dianggap
berperan dalam masyarakat.

Bagaimanaproses penyelesaian
kasus zina tersebut yang terjadi
di desa pidoli lombang?

Proses penyelesaiannya dilakukan
setelah kasus tersebut diketahui oleh
masyarakat atau dilaporkan kepada
pihak desa. Setelah itu dilakukan
musyawarah dengan melibatkan
pemerintah desa, tokoh adat, tokoh
agama, dan pihak lainnya untuk
membahas permasalahan tersebut
serta menentukan sanksi yang akan
diberikan kepada pelaku

Siapa saja yang pihak yang
terlibat dalam penyelesaian
kasus zina tersebut

Yang terlibat dalam penyelesaian
kasus tersebut yaitu Kepala Desa,
tokoh ~ adat, tokoh  agama,
Hatorbangon, Harajaon, Naposo
Nauli Bulung, serta masyarakat
yang ikut dalam musyawarah
penyelesaian masalah

Bagaimana harajaaon dalam
penyelesaiaan kasus perzinahan
ini?

Masalah perzinahan dipidoli ini Kita
sebagai tokoh adat hanya bisa
memberikan upaya bagaimana biar
kejadian ini tidak terulang, Kita
kasih penyadaran, Kkita sebagai
tokoh adat memberikan saran




kepada kepala desa agar kepala desa

yang menetapkan, Kkita hanya
memberikan nasehat bagaimana
caranya bisa di atasi dan di
kasipenyadaran bagi pelaku
INFORMAN 2
Bapak Syawal Kepala Desa Pidoli Lombang
No Pertanyaan Jawaban
1 | Bagaimana cara menentukan | Besaran denda ditentukan melalui
besaran denda yang diberikan | musyawarah dengan melihat
pada pelaku zina bagaimana keadaan kasus yang
terjadi dan tingkat kesalahan pelaku.
Jadi, jumlah denda tidak selalu sama
2 | Apakah  pemberian  sanksi | Untuk sanksi denda ini ada yang
denda tersebut memiliki aturan | berdasarkan aturan tertulis dan ada
tertulis atau tidak? juga yang Dberdasarkan hasil
musyawarah. Di beberapa wilayah
pemekaran seperti Pinago sudah ada
aturan tertulis mengenai denda,
sedangkan di Desa Pidoli Lombang
sendiri lebih banyak ditentukan
melalui  musyawarah  bersama
pemerintah  desa dan  tokoh
masyarakat
3 | Berapa banyak kasus yg sudah | Untuk kasus yang terselesaikan,
terselesaikan di Desa Pidoli | ataupun kasus yang sudah terjadi itu
Lombang ini dari tahun 2023-2024 di desa Pidoli
Lombang ada 3, beda lagi yang di
pemekaranyaan di pinago itu ada 2
4 | Bagaimana peran bapak dalam | Peran saya sebagai kepala desa
penyelesaian kasus perzinahan | pemfasilitasi agar saat terjadinya
ini ? musyawarah, selain menfasilitasi
saya juga sebagai mediator.
INFORMAN 3

Alim Naposo Nauli Bulung Pidoli Lombang




1 | Berapa besaran denda yang | Untuk setiap kasus itu berbeda jumlah
sudah di terima pada setiap | denda nya ada yang Rp. 5000.000-
kasus perzinahan di desa Pidoli | Rp.10.000.000 perbedaan ini di lihat
Lombang? dari kapan dan di mana mereka

melakukan perbutan zina dan
sebesarapa dampak nya yang terjadi
di masyarakat.

2 | Setelah uang denda di serahkan, | Uang denda yang sudah disereahkan
untuk apa saja uang denda itu | itu digunakan untuk kebutuhan
digunakan? masyarakat seperti perawatan tenda,

perbaikan fasilitas dan juga untuk
kebutuhan acara yang dilakukan oleh
remaja desa pidoli lombang

3 | Apakah ada batas waktu uang | Tidak ada batas waktu, pelaku wajib
denda di berikan kepada | membayar denda nya disaat putusan
naposonauli bulung? dari musyawarah dilakukan dan tidak

ada kelonggaran batas waktu, tujuan
nya agar mereka tidak menyepelekan
putusan yang ada.

INFORMAN 4

Bapak Miswar kepala dusun perumahan griya madina center pinago

No Pertanyaan Jawaban

1 | Ada berapa kasus perzinahan | Untuk kasus perzinahan yang
yang terjadi di komplek | pernah ada itu 2 kasus, tapi untuk

perumahan  griya  madina | kasus berdua-duaan atau katauan

center? mesum itu banyak dan rata-rata
pelakun  vyaitu kebanyakan
mahasiswa.

2 | Apakah hukuman yang | Hukuman yang kami berikan itu

diberikan untuk pelaku zina
tersebut?

berupa pembayaran uang denda
namanya itu kami buat  atas
kesepakatan bersama masyrakat.

3 | Berapa jumlah dendanya? Untuk jumlah denda yang kami buat
itu sebesar Rp. 5000.000.
4 | Apakah aturan pembayaran | Aturan pembayaran denda ini udah

denda ini dan jumlah besaran
dendanya sudah tertulis?

kami buat secara terlulis, tidak
hanya perbuaatan zina tapi semua
yang berkaitan dengan perbuata
asusila, kamu sudah buat aturannya




apalagi bagi warga pendatang, kami
akan langsung memberikan aturan-
aturan apa saja yang mereka harus
patuhi  salah  satunya aturan
hukuman pembayaran denda ini apa
bila melakukan perbuatan asusila

5 | Apa tujuan pembayaran denda | Untuk apa lagi kalua bukan untuk
ini dilakukan? memberkan efek jera bagi pelaku,
dan untuk mencegah perbuatan
serupa terjadi lagi di kemudian hari
INFORMAN 5
Bapak Afrizal tokoh agama desa pidoli lombang
No Pertanyaan Jawaban
1. | Bagaimana pandanga hukum | dalam islam pelaku zina itu di

islam terhapa penerapan denda
ini terhadap kasus perzinahan?

kenakan hudud yang di tetapkan
langsung dalam al-quran,
hukumnya nya juga sudah
ditetapkan yaitu dijilid dan dirajam.

Bagaimana peran tokoh agama
di desa pidoli lombang ini
dalam  penyelesaian  kasus
perzinaha?

Peran kami sebagai tokoh agama
memberikan nasehat, pemahaman
dalam kajian-kajian hukum islam
agar pelaku tau bahwa perbuatan
tersebut dilarang oleh hukum islam.
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Harajaon pidoli lombang (Kepala desa pidoli lombang)
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